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ABSTRAK 
 
M. Eka Habibie Hasyim Purba (1405170370) ANALISIS IMPLEMENTASI 
TAX AMNESTY DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK 
PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR. 
 
 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis 
penerapan kebijakan tax amnesty di KPP Pramata Medan Timur. Untuk 
mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan penerimaan pajak di KPP 
Pramata Medan Timur belum mencapai target. Untuk mengetahui dan 
menganalisis kebijakan tax amnesty dalam meningkatkan penerimaan pajak. Data 
penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan 
dari KPP Pratama Medan Timur.  Data penelitian dianalisis dengan pendekatan 
deskriptif. Penerapan tax amnesty di KPP Pratama Medan timur belum berjalan 
dengan baik karena masih banyak wajib pajak yang belum mengikuti program tax 
amnesty. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya penurunan 
penerimaan pajak : kurangnya sosialisasi, kurangnya pengetahuan WPOP dalam 
tentang prosedur surat paksa dan surat teguran. Dari analisis data pada 
pembahasan maka dapat dilihat penagihan pajak dan pemeriksaan pajak belum 
dapat meniingkatkan penerimaan pajak di KPP Pratam Medan Timur. 

 
Kata Kunci : Tax Amnesty, Penerimaan Pajak 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk  

membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menunjukkan bahwa 

penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin 

besar pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut 

peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. 

Wajib Pajak diberikan kepercayaan secara penuh untuk 

menghitung,memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban 

pajaknya, sehingga self assessment system ini sangat memerlukan kejujuran dari 

Wajib Pajak dalam menghitung pajak terutang dan harus dibayar melalui 

pengisian Surat Pemberitahuan (SPT). Kejujuran pemenuhan kewajiban 

perpajakan dalam hal menghitung pajak juga dibutuhkan dalam self assessment 

system. Walaupun Wajib Pajak telah diberikan kemudahan dan kebebasan untuk 

melakukan sendiri pemenuhan kewajiban perpajakannya, akan tetapi aparat 

perpajakan masih sering menemui kendala dan hambatan. Hal ini terlihat dari 

masih rendahnya tingkat Penerimaan Pajak, adanya Wajib Pajak yang mempunyai 

potensi 3 fiskal tinggi yang tidak ikut berpartisipasi menjadi Wajib Pajak, dan 

beberapa objek pajak yang belum dilaporkan atau belum dihitung benar oleh 

Wajib Pajak maupun banyaknya utang pajak yang belum dibayar.  
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Pemerintahan menetapkan target penerimaan pajak berdasarkan anggaran 

Pendapatan Belanja Negara, Perubahan atau APBN. Penerimaan pajak itu bakal 

mendominasi  penerimaan Negara yakni 70% dari seluruh anggaran penerimaan 

Negara. 

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi tidak optimalnya 

pelaksanaan Self Assesment System. Rahayu (2006:82) memaparkan bahwa 

“Penerimaan Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem 

administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan 

hukum perpajakan, sistem administrasi pajak, dan tarif pajak”. 

 Pelaksanaan pengampunan pajak dahulu pernah diterapkan tidak berjalan 

efektif karena keengganan Wajib Pajak dan tidak tertatanya sistem administrasi 

perpajakan. Hal itu merupakan fenomena yang baik bagi pemerintah untuk 

meningkatkan penerimaan negara.   

 Secara teoritis apabila Wajib Pajak patuh mengikuti program tax 

amnesty, yaitu dengan memperbaiki Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara 

benar atau mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, maka mereka akan 

memperoleh banyak keuntungan, karena di samping tidak dikenakannya sanksi 

administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, terhadap 

mereka juga tidak akan dilakukan pemeriksaan pajak, di samping itu juga mereka 

akan memperoleh kemudahankemudahan dalam pengurusan pajak lainnya yang 

kesemuanya itu di dasarkan pada landasan hukum yang kuat, yaitu berupa 

Undang-undang (UU.NO.28 tahun 2007). 

 Menurut Gunadi (2002:18) Indonesia dapat mempertimbangkan untuk 

melakukan tax amnesty dalam berbagai bentuknya untuk meningkatkan kebijakan 

tax amnesty. Tax amnesty ini juga dapat dipandang sebagai rekonsilisasi nasional 
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untuk menghapus masa lalu wajib pajak yang tidak patuh dan perilaku otoritas 

pajak yang melanggar aturan.Tax amnesty akan berhasil jika terdapat justifikasi 

yang kuat kenapa perlu adanya tax amnesty. 

Salah satu upaya dalam meningkatkan kebijakan tax amnesty adalah 

memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Pelayanan publik 

merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi negara. 

Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

KPP Pratama Medan Timur merupakan salah satru KPP yang menerapkan 

tax amnesty adapun datanya sebagai berikut : 

Tabel I.1 
Data Jumlah WPOP KPP Pratama Medan Timur Terdaftar dan Yang 

Mengikuti Progaram Tax Amnesty 
Tahun Jumlah 

Wajib 
Pajak  

Terdaftar 

Wajib 

Pajak 

Lapor SPT 

Jumlah 

Tunggakan 

Jumlah 

Penerimaan 

2010 66.807 20.706 42.312.000.000 38.250.000.000 

2011 73.143 20.432 52.200.400.000 30.677.060.000 

2012 79.929 21.308 62.488.161.954 35.932.018.500 

2013 84.026 20.082 124.762.163.777 29.607.105.540 

2014 88.992 19.938 144.517.284.139 21.592.108.215 

 
Tahun Jumlah 

Wajib 
Pajak  

Terdaftar  

WPOP 
Ikut Tax 
Amnesty 

Persentase 
Wajib Pajak 

Lapor SPT (%) 

Target 
Penerimaan 

Jumlah 
Penerimaan 

Persentase 
Penerimaan 

Tax 
Amnesty 

2015 89.274 15.371 
17% 150.339.161.100 19.711.603.200 

13 

2016 90.351 12.275 14% 165.491.170.000 8.250.000.000 5% 
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 Dari data diatas maka dapat dilihat bahwa WPOP yang mengikuti 

program tax amnesty masih sangat rendah dari total WPOP yang terdaftar tidak 

mencapai 50% yang mengikuti prgram tax amnesty sehingga hal ini menyebabkan 

target penerimaan dari prgram tax amnesty tidak tercapai, sementara menurut 

Gunadi (2015:80) Meningkatnya kebijakan tax amnesty akan meningkatkan 

penerimaan pajak dan pemeriksaan wajib pajak dimana pemeriksaan wajib pajak 

serangkaian mengumpulkan, mengolah data lainnya untuk menguji tingkat 

kebijakan tax amnesty. 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa wajib pajak tidak lapor mengalami 

peningkatan dari tahun 2013-2016 hal ini disbebabkan oleh rendahnya kualitas 

dan kuantitas pelayanan sementara teori Wahyu santoso (2008) adalah 

peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan 

kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan 

penerimaan pajak. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai 

abdi negara dan masyarakat sebagai Wajib Pajak harus diutamakan agar dapat 

meningkatkan kinerja pelayanan. 

 Dari data diatas dapat dilihat bahwa dari penerimaan pajak  Wajib Pajak 

Orang Pribadi dari tahun 2013-2016 mengalami penurunan hal ini akan 

menyebabkan tunggakan pajak akan mengalami peningkatandan akan 

menurunakan penerimaan kas negara  sementara Teori menyatakan Penerimaan 

pajak ke kas negara akan meningkat apabila jumlah wajib pajak yang membayar 

dan melaporkan pajak terutangnya meningkat dari tahun ke tahun dan bukan 

hanya sekedar meningkatkan jumlah wajib pajak yang mendaftar (Gunadi, 

2005:80). 
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 Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “ Analisis Implementasi Tax Amnesty Dalam Meningkatkan 

Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Timur.” 

B. Identifikasi Masalah 

 Adapun peneliti mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :  

1. WPOP yang mengikuti tax amnesty tidak mencapai 50%  

2. Besarnya jumlah tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Timur 

3. Rendahnya Penerimaan Pajak WPOP dalam menyampaikan SPT memberi 

gambaran bahwa kurangnya pengetahuan tentang sanksi apabila tidak 

melapor. 

C. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan Masalah yang telah dibatasi tersebut, maka rumusan 

masalah penelitian ini yaitu : 

a. Bagaimana penerapan tax amnesty di KPP Pramata Medan Timur ?  

b. Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan penerimaan pajak di KPP 

Pramata Medan Timur belum mencapai target? 

c. Bagaimana penerapan tax amnesty dalam meningkatkan penerimaan 

pajak ? 

D. Tujuan dan Manfaat penelitian 

Tujuan Penelitian  

 Tujuan penelitian pada umumnya bertujuan untuk menjawab rumusan 

masalah, dengan demikian tujuan penelitian ini yaitu : 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan kebijakan tax amnesty di 

KPP Pramata Medan Timur.  
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b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan 

penerimaan pajak di KPP Pramata Medan Timur belum mencapai target. 

c. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan tax amnesty dalam 

meningkatkan penerimaan pajak 

Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara langsung maupun 

tidak langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain : 

a. Bagi penulis 

 Penelitian ini bermanfaat dalam memperdalam pengetahuan peneliti 

tentang kebijakan tax amnesty.  

b. Bagi KPP Pratama  

 KPP Pratama dapat mengetahui langkah-langkah yang akan diambil dalam 

mengantisipasi kegiatan usahanya berdasarkan peraturan yang tersedia 

bagi pencapaian sasaran, sehingga diharapkan terus mengalami 

perkembangan ke arah yang lebih baik sehingga dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam hal menentukan peraturan pada masa yang 

akan datang. 

c. Bagi Mahasiswa 

Referensi bagi peneliti berikutnya dalam menguji masalah yang sama di 

masa mendatang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Uraian Teoritis 

1. Tax Amnesty 

a. Pengertian Tax Amnesty 

Pelaksanaan pengampunan pajak dahulu pernah diterapkan tidak berjalan 

efektif karena keengganan Wajib Pajak dan tidak tertatanya sistem administrasi 

perpajakan. Hal itu merupakan fenomena yang baik bagi pemerintah untuk 

meningkatkan penerimaan negara. 

 Pengertian Tax amnesty ad`alah penghapusan pajak yang seharusnya 

terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang 

perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang 

Pengampunan Pajak. 

 Secara umum Pengertian Tax Amnesty adalah kebijakan pemerintah yang 

diberikan kepada pembayar pajak tentang forgiveness / pengampunan pajak, dan 

sebagai ganti atas pengampunan tersebut pembayar pajak diharuskan untuk 

membayar uang tebusan. Mendapatkan pengampunan pajak artinya data laporan 

yang ada selama ini dianggap telah diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga 

dihapuskan. 

 Menurut "UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak" Tax 

Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai 

sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan 

cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini. 
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 Menurut "PMK No. 118/PMK.03/2016" Tax Amnesty adalah adalah 

penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi 

perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap 

Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Pengampunan Pajak. 

b. Indikator Tax Amnesty 

Pudiyatmoko (2016:33) menguraikan beberapa indikator tax amnesty 

adalah sebagai berikut : 

1) Sosialisasi. 

2) Kepastian hutang pajak 

3) Perangkat produk yang memadai 

4) Akses informasi 

5) Jaminan kerahasiaan data 

c. Faktor faktor yang Mempengaruhi Tax Amnesty 

Penjualan dalam lingkup ini lebih berarti tindakan menjual barang atau 

jasa. Kegiatan pemasaran adalah penjualan dalam lingkup hasil atau pendapatan 

berarti penilaian atas penjualan nyata perusahaan dalam suatu periode. Menurut 

Tjahjono (2016:.406) “Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tax amnesty 

adalah sebagai berikut: 

1. Kesadaran membayar pajak 

Kesadaran yang tinggi itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya 

kemauan dari Wajib Pajak. Kesadaran membayar pajak memiliki arti 

keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang 

cara membayar pajak. 
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2. Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan 

terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan 

manusia diperoleh dari pengalaman diri sendiri atau pengalaman orang 

lain. kegiatan, aktivitas dan tax amnesty seseorang ditentukan oleh 

pengetahuan. 

3. Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan Persepsi 

Persepsi adalah suatu anggapan yang ada pada pikiran manusia setelah 

menangkap suatu objek dengan panca indra. Persepsi terbentuk secara 

perlahan-lahan setelah peneliti mengamati objek. Sebenarnya persepsi 

mulai tumbuh sejak kecil akibat pengaruh interaksi dengan orang lain. 

Oleh karena itu, persepsi seseorang terhadap suatu objek 

4. Sanksi Pajak. 

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada 

orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang 

merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan suatu mengenai 

apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi 

diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi 

pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan akan dituruti/ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak 

merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggr norma 

perpajakan 
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2. Penerimaan Pajak 

Penerimaan Pajak adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi 

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 

Penerimaan Pajak (Wahyu santoso, 2008) adalah Wajib Pajak mempunyai 

kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan 

yang berlaku tanpa perlu diadakannya sistem administrasi, investigasi seksama, 

peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun 

administrasi. 

Menurut Norman D. Nowak Penerimaan Pajak yaitu : 

Suatu iklim Penerimaan Pajak dan kesadaran pemenuhan kewajiban 

perpajakan, tercermin dalam situasi di mana: 

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas 
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar 
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. 
 

Menurut Erard dan Feinstein yang di kutip oleh Chaizi Nasucha dan di 

kemukakan kembali oleh Siti Kurnia (2006:111) pengertian Penerimaan Pajak 

adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan 

keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap 

pelayanan pemerintah. 

Penerimaan Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang 

dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi 

pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan 

secara sukarela. Penerimaan Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem 

perpajakan Indonesia menganut sistem Self Asessment di mana dalam prosesnya 
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secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, 

membayar dan melapor kewajibannya. 

Kewajiban dan hak perpajakan menurut Safri Nurmanto dibagi ke dalam 

dua Penerimaan Pajak meliputi Penerimaan Pajak formal dan Penerimaan Pajak 

material. Penerimaan Pajak formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi 

kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Menurut 

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Penerimaan Pajak dapat 

diidentifikasi dari: 

Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak 
dalam 2 tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk 
semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk 
mengangsur atau menunda pembayaran pajak; tidak pernah 
dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang 
perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dalam 2 tahun 
terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap 
wajib pajak pernah dilakukan sistem administrasi, koreksi pada 
sistem administrasi yang terakhir untuk masing-masing jenis 
pajak yang terutang paling banyak 5%;wajib pajak yang laporan 
keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik 
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan 
pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. 

 

Penerimaan Pajak formal yang dimaksud menurut Safri Nurmanto di atas 

misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak 

penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 maret. Apabila wajib pajak telah 

melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) tahunan sebelum 

atau pada tanggal 31 maret, maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, 

namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di 

mana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material 

perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. 

Penerimaan Pajak material dapat meliputi Penerimaan Pajak formal. Wajib 
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pajak yang memenuhi Penerimaan Pajak material adalah wajib pajak yang 

mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan 

dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu akhir. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, pengertian 

Penerimaan Pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. 

Jenis Penerimaan Pajak 

Adapun jenis jenis Penerimaan Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia 

Rahayu (2006:110) adalah: 

1) Penerimaan Pajak formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak 

memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam 

Undang undang perpajakan. 

2) Penerimaan Pajak material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak 

secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material 

perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang undang pajak Penerimaan 

Pajak material juga dapat meliputi Penerimaan Pajak formal.  

Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak 

Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah 

melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada 

tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi 

isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan 

dimanaWajib Pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material 

perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Penerimaan 

Pajak material dapat meliputi Penerimaan Pajak formal. Wajib Pajak yang 
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memenuhi Penerimaan Pajak material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan 

jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan 

menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir. 

Menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia (2006: 111), 

Penerimaan Pajak dapat diidentifikasi dari : 

1. Penerimaan Pajak dalam mendaftarkan diri; 

2. Penerimaan Pajak untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan; 

3. Penerimaan Pajak dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; 

dan, 

4. Penerimaan Pajak dalam pembayaran dan tunggakan. 

Selain Menurut Chaizi Nasucha di atas ukuran Penerimaan Pajak menurut 

Erly Suandy (2001:103) terdiri dari : 

1. “Patuh terhadap kewajiban intern, yakni dalam pembayaran atau laporan 

masa, SPT masa, SPT PPN setiap Bulan. 

2. Patuh terhadap ketentuan material, yakni norma-norma yang 

menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan 

pajak, siapa yang dikenakan pajak dasar pengenaan pajak, hapusnya 

piutang pajak. 

3. Patuh terhadap ketentuan yuridis formal, yakni saat dan tempat 

terutangnya pajak, hak-hak fiskus untuk mengawasi wajib pajak 

mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang 

pajak, menyelnggarakan pembukuan sebagaimana mestinya.” 

Kemudian merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan 

Menteri Keuangan No. 544/KM K.04/2000, bahwa kriteria wajib pajak adalah : 
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1. “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak 

dalam dua tahun terakhir. 

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali 

telahmemperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran 

pajak. 

3. Tidak pernah di jatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di 

bidangperpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. 

4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal 

terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada 

pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang 

terutang paling banyak 5%. 

5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit 

oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau 

pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba 

rugi fiskal.” 

Penerimaan Pajak formal seperti yang diungkapkan oleh Nurmantu 

berkaitan dengan Penerimaan Pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai 

dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Penerimaan Pajak dalam 

membayar pajak secara formal dapat dilihat dari aspek kesadaran wajib pajak 

untuk mendaftarkan diri, kerepatan waktu wajib pajak dalam menyampaikan SPT 

Tahunan, ketepatan wktu dalam membayar pajak, dan pelaporan wajib pajak 

melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu. 

Jika Penerimaan Pajak formal terbatas pada pemenuhan kewajiban wajib 

pajak secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, 
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maka Penerimaan Pajak material lebih dalam cakupannya yaitu pemenuhan secara 

substantif isi dan jiwa ketentuan perpajakan. Survei terhadap Penerimaan Pajak 

material meliputi beberapa aspek diantaranya wajib pajak menghitung sendiri 

besar pajak dalam SPTnya, kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus 

dibayar yang dihitung dengen sebenarnya, peran konsultan pajak damlam 

membantu perhitungan pajak, kepercayaan wajib pajak terhadap konsultan pajak 

dalam menentukan jumlah pajak, dan tunggakan wajib pajak kepada negara. 

Syarat-syarat menjadi Wajib Pajak patuh berdasarkan keputusan 

Menteri Keuangan Nomor : 235/KMK.03/2003 harus memenuhi Kriteria 

sebagai berikut : 

a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk 

semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir. 

b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT masa yang terlambat tidak 

lebih dari3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak 

berturut-turut. 

c. SPT masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas 

waktupenyampaian SPT masa pajak berikutnya. 

d. Tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali telah memperoleh izin 

untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dan tidak 

termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang 

diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir. 

e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana 

dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun 

terakhir. 
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f. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau badan 

pengwasan keuangan dan pembangunan harus dengan pendapat 

wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan 

pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi 

laba/rugi fiscal. 

Aturan secara lebih rinci mengenai Sistem administrasi Pajak terdapat 

dalam UU KUP Pasal 29. Berikut adalah cuplikan Pasal 29  UU KUP. 

 
Pasal 29 UU KUP 
Ayat (1) 

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan sistem administrasi untuk 
menguji Penerimaan Pajak pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan 
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. 
Ayat (2) 

Untuk keperluan sistem administrasi, petugas pemeriksa harus memiliki 
tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Sistem 
administrasi serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa. 
Ayat (3) 

Wajib Pajak yang diperiksa wajib : 

1) memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang 
menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan 
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, 
atau objek yang terutang pajak; 

2) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang 
dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran sistem 
administrasi; dan/atau memberikan keterangan lain yang diperlukan. 
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  3. Penelitian Terdahulu 

 Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

Tabel II.1 
Penelitian Terdahulu 

NO Peneliti Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 
1 Ngadiman Pengaruh Sunset 

Policy, Tax 
Amnesty, Dan 
Sanksi Pajak 
Terhadap 
Kebijakan tax 
amnesty (Studi 
Empiris di Kantor 
Pelayanan Pajak 
Pratama Jakarta 
Kembangan) 

sunset policy, 
tax amnesty, 
sanksi pajak, 
dan kebijakan 
tax amnesty 

Sunset policy 
berpengaruh 
negatif dan tidak 
signifikan, 
sedangkan tax 
amnesty dan 
sanksi pajak 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan terhadap 
kebijakan tax 
amnesty 

2 Ferry Alberto Pengaruh 
Kebijakan 
Pengampunan 
Pajak (Tax 
Amnesty) Oleh 
Pemerintah 
Terhadap Potensi 
Peningkatan 
Penerimaan Pajak 
di Indonesia Tahun 
2015 

Implementasi 
tax amnesty, 
tax ratio, 
penerimaan 
pajak 
meningkat 

pengampunan 
pajak di Indonesia 
memiliki peluang 
untuk berhasil 
dilaksanakan 
dengan jenis 
investigation 
amnesty yang juga 
telah sukses 
diterapkan di 
beberapa negara 
lain. Namun 
pemerintah 
bersama DPR 
harus segera 
menyelesaikan 
Rancangan 
Undang-Undang 
tersebut serta 
mensosialisasikan 
peraturan kepada 
masyarakat agar 
dapat 
meningkatkan 
penerimaan pajak 
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B. Kerangka Berfikir 

 Pemberian tax amnesty merupakan upaya pemerintah menarik dana 

masyarakat yang selema ini parkir di perbankan negara lain.“Tax amnesty 

diberikan kepada mereka yang selama ini tidak membayar dengan benar,” kata 

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di sela-sela Kongres XII Ikatan Akuntan 

Indonesia, di jakarta, Kamis (2016, 18/12).Kendati demikian, kebijakan ini masih 

perlu diselaraskan dengan instansi penegak hukum lain serta dibahas dengan 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini terkait pihak-pihak yang dinilai pantas 

menerima pengampunan. Misalnya, dia mengatakan, apakah pelanggar pidana 

pajak boleh mendapatkan pengampunan jika tidak terkait dengan korupsi.“Ini 

harus dibicarakan di siding kabinet, kepolisian, dan penegak hukum,” kata 

dia.Mardiasmo optimistis, kebijakan ini akan meningkatkan penerimaan pajak. 

Pemerintah pada 2008 lalu pernah melakukan sunset policy, yakni penghapusan 

sanksi administrasi perpajakan berupa bunga. Ketika itu, pemerintah berhasil 

menghimpun dana sekitar Rp 5,5 triliun dari program tersebut. 

Undang undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan 

Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan perpajakan. 

Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di 

Indonesia ataupun di luar Indonesia. Menurut Undang undang Nomor 28 Tahun 

2007 (2007:3), Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa: 

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yangmerupakan kesatuan, baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 
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terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara 

atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, 

kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk 

badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk usaha tetap.” 

 Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

(Raden Agus Suparman, 2011) Wajib Pajak  perlu diperiksa, untuk memastikan 

tingkat Penerimaan Pajak mereka, hal ini menyusul sistem perpajakan Indonesia 

yang selfassessment, artinya Wajib Pajak diberi kepercayaan menghitung, 

memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri  pajak terutang, hal ini 

menyusul kecenderungan orang diseluruh dunia menghindari pajak. 

Meningkatnya jumlah wajib pajak akan meningkatkan penerimaan pajak 

dan sistem administrasi wajib pajak dimana sistem administrasi wajib pajak 

serangkaian mengumpulkan, mengolah data lainnya untuk menguji tingkat 

Penerimaan Pajak (Pardiat:2007: 107). 

Dari hasil penjelasan diatas maka dapat dilihat gambar kerangka 

konseptual dibawah ini : 
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Gambar II.1 
Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. 

Penelitan deskriptif adalah penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu 

yang diperoleh oleh penelitian dan subjek beberapa individu, organisasional, 

industri atau perspektif lain. Selain itu penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

variabel independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel 

lain. 

 

B. Definisi Operasional 

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen dan satu variabel 

dependen. Definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini 

sebagai berikut:  

Tabel III.1 
Definisi Operasional  
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Variabel Defenisi Indikator 

Implementasi 
Tax Amnesty  

wajib pajak mempunyai 
kesediaan untuk memenuhi 
kewajiban perpajakannya sesuai 
dengan peraturan yang berlaku 
tanpa perlu diadakannya 
pemeriksaan 

1) Sosialisasi. 
2) Kepastian hutang 

pajak 
3) Perangkat produk 

yang memadai 
4) Akses informasi 
5) Jaminan kerahasiaan 

data 
Penerimaan 
Pajak 

Pemenuhan kewajiban 
perpajakan yang dilakukan oleh 
pembayaran pajak yang 
dilakukan oleh wajib pajak dalam 
rangka memberikan kontribusi 
bagi pembangunan 

1) STP 
2) SKPKB,  
3) SKPKBT. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

     Adapun tempat dan waktu penelitian sebagai berikut :  

 Tempat :   KPP Pratama Medan Timur jalan Sukamulia No. 17 A, Medan, 

20151 

 Waktu  : Penelitian ini dimulai dari bulan Januari 2018 hingga April 2018 

Tabel III.2 
Waktu Penelitian 

Jadwal kegiatan 

Bulan Pelaksanaan 2018 
Jan Feb Mar Apr 

 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.Pengajuan judul                                 
2.Pembuatan Proposal                                 
3. Bimbingan Proposal                                 
4. Seminar Proposal                                 
5. Pengumpulan Data                                 
6. Bimbingan Skripsi                                 
7. Sidang Meja Hijau                                 
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D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kuantitatif. Data 

kuantitatif adalah data berbentuk angka-angka seperti hasil jumlah wajib pajak 

yang terdaftar dan jumlah penerimaan pajak. 

Sumber data 

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian 

ini adalah data primer. Data preimer adalah data yang diperoleh langsung dari 

perusahaan berupa data penerimaan pajak dan wajib pajak lapor SPT. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi 

dan wawancara. Teknik Dokumentasi yakni peneliti melakukan pengumpulan data 

yang diperoleh KPP Pratama Medan Timur. Data yang digunakan adalah data 

wawancara. Berikut adalah kisi-kisi wawancara pada penelitian ini : 

No Variable Dimensi Total 

1 Implementasi Tax Amnesty a. Sosialisasi  
1,2,3 

b. Peraturan  
1,2,3 

c. Pelaksanaan  
1,2,3 

d. Pemeriksaan 1,2,3 
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F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 

deskriptif, yaitu  

1. Mengumpulkan data wajib pajak  

2. Menganalisis WP yang melaporkan SPT 

3. Menganalisis kebijakan tax amnesty 

4. Menganalisis data-data wajib pajak KPP Pratama Medan Timur yang 

mengenai tax amnesty kemudian ditarik  

5. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Kondisi 

Penerimaan Pajak diukur dengan menggunakan sistem administrasi pajak. 

6. Kesimpulan 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Hasil Penelitian 

      1. Deskripsi Objek Penelitian 

Sejarah umum dari Kantor Pelayanan Pajak dimulai pada masa penjajahan 

Belanda, Kantor Pelayanan Pajak bernama Belasting, yang kemudian setelah 

kemerdekaan berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah lagi 

menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jendral 

Pajak Keuangan Republik Indonesia. Di Sumatera Utara pada Tahun 1976 berdiri 

tiga Kantor Inspeksi Pajak, Yaitu: 

a. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan  

b. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara  

c. Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar  

Di tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua 

yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. 

Untuk memudahkan pelayanan pembayaran pajak dari masyarakat, dan dengan 

pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka didirikanlah kantor Inspeksi 

Pajak Medan Timur (sekarang Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur dan Kantor 

Pelayanan Pajak Medan Timur). dan untuk semakin memantapkan pelayanannya 

kepada masyarakat dalam pelayanan pembayaran pajak, maka berdasarkan pada 

Keputusan Menteri Keuangan Replubik Indonesia Nomor : 267/KMK.01/198. 

Diadakanlah perubahan secara menyeluruh pada Direktorat Jendral Pajak 

yang mencakup reorganisasi Kantor Inspeksi Pajak yang diganti nama menjadi 
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Kantor Pelayan pajak, yang sekaligus dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Bumi 

dan Bangunan. 

Berdasarkan pada keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor: Kep.758/KMK.01/1993 tertanggal 3 Agustus 1993, maka pada tanggal 1 

April 1994 didirikanlah Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. 

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Direktorat 

Jenderal Pajak merupakan sarana yang memberi pelayanan kepada masyarakat di 

bidang Perpajakan. 

Visi Direktorat Jendral Pajak adalah “Menjadi Institusi Pemerintah yang 

menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efesien, 

dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. 

Visi tersebut menjelaskan bahwa DJP ingin menjadi institusi pemerintah 

yang menjalankan sistem administrasi perpajakan modern, efektif, efesien, dan 

dipercaya masyarakat, efektif dan efesien artinya bahwa DJP melakukan 

pengukuran dan pertanggungjawaban terhadap sistem modern yang dijalankan 

tersebut, dipercaya masyarakat artinya DJP memastikan masyarakat yakin bahwa 

sistem administrasi. 

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah “ Menghimpun penerimaan pajak 

negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan 

kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui 

sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efesien” Misi tersebut 
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menjelaskan bahwa keberadaan DJP adalah untuk menghimpun pajak dari 

masyarakat guna menunjang pembiayaan pemerintah. Peran DJP tersebut 

dijalankan melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efesien.Sistem 

administrasi tersebut dapat diukur dan dipertanggungjawabkan dalam rangka 

melayani masyarakat secara optimal untuk menjalankan hak dan kewajiban 

perpajakannya. 

Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur adalah sebagai institusi pemerintah 

yang mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan perpajakan. 

Karena Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang berhutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Negara bagi sebesarbesarnya untuk laporan rakyat. Kantor Pelayanan 

Pajak Medan Timur berada di Gedung Keuangan Negara 1 lantai IV dan 

beralamat di jalan Diponegoro Nomor. 30A Medan 

2. Deskripsi Data 

      a. Data Wajib Pajak  

Data Jumlah WPOP KPP Pratama Medan Timur Terdaftar dan Yang 
Mengikuti Progaram Tax Amnesty 

Tahun Jumlah 
Wajib 
Pajak  

Terdaftar 

Wajib 

Pajak 

Lapor SPT 

Jumlah 

Tunggakan 

Jumlah 

Penerimaan 

2010 66.807 20.706 42.312.000.000 38.250.000.000 

2011 73.143 20.432 52.200.400.000 30.677.060.000 

2012 79.929 21.308 62.488.161.954 35.932.018.500 

2013 84.026 20.082 124.762.163.777 29.607.105.540 

2014 88.992 19.938 144.517.284.139 21.592.108.215 

 



 

 

28 

 Dari data diatas maka dapat dilihat bahwa WPOP yang mengikuti 

program tax amnesty masih sangat rendah dari total WPOP yang terdaftar tidak 

mencapai 50% yang mengikuti prgram tax amnesty sehingga hal ini menyebabkan 

target penerimaan dari prgram tax amnesty tidak tercapai, Meningkatnya 

kebijakan tax amnesty akan meningkatkan penerimaan pajak dan pemeriksaan 

wajib pajak dimana pemeriksaan wajib pajak serangkaian mengumpulkan, 

mengolah data lainnya untuk menguji tingkat kebijakan tax amnesty. 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa wajib pajak tidak lapor mengalami 

peningkatan dari tahun 2013-2016 hal ini disbebabkan oleh rendahnya kualitas 

dan kuantitas pelayanan. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan 

dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga 

meningkatkan penerimaan pajak. Paradigma baru yang menempatkan aparat 

pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat sebagai Wajib Pajak harus 

diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan. 

 Dari data diatas dapat dilihat bahwa dari penerimaan pajak  Wajib Pajak 

Orang Pribadi dari tahun 2013-2016 mengalami penurunan hal ini akan 

menyebabkan tunggakan pajak akan mengalami peningkatan dan akan 

menurunakan penerimaan kas negara  sementara Teori menyatakan Penerimaan 

pajak ke kas negara akan meningkat apabila jumlah wajib pajak yang membayar 

dan melaporkan pajak terutangnya meningkat dari tahun ke tahun dan bukan 

hanya sekedar meningkatkan jumlah wajib pajak yang mendaftar (Gunadi, 

2005:80).  

 Dari data diatas dapat dilihat surat teguran yang dikeluarkan mengalami 

peningkatan Hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya tunggakan pajak yang 

belum dapat dicairkan oleh Direktorat Jenderal yang dilakukan melalui Kantor 
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Pelayanan Pajak. 

 Dari penjelasan data diatas maka dapat dilihat bahwa masih ada beberapa 

WPOP yang belum mematuhi dalam pembayaran pajak walaupun sudah 

dikeluarkannya surat teguran dan surat paksa oleh KPP Pratama Medan Timur. 

Dapat dilihat jumlah surat teguran dari tahun 2012-2016 mengalami peningkatan, 

sementara menurut teori surat teguran merupakan surat yang diterbitkan oleh 

pejabat pajak untuk memperingati kepada wajib pajak untuk melunasi utang 

pajaknya (Soemitro, 2006:31). 

b. Penerapan Tax Amnesty Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak 

Tabel IV.2 
Data Surat Paksa 

Tahun Jumlah 
Wajib 
Pajak  

Terdaftar  

WPOP 
Ikut Tax 
Amnesty 

Persentase 
Wajib Pajak 

Lapor SPT (%) 

Target 
Penerimaan 

Jumlah 
Penerimaan 

Persentase 
Penerimaan 

Tax 
Amnesty 

2015 89.274 15.371 
17% 150.339.161.100 19.711.603.200 

13 

2016 90.351 12.275 14% 165.491.170.000 8.250.000.000 5% 
  

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan jumlah 

tunggakan piutang pajak dari tahun 2012–2016 di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Medan Timur sementara menurut teori “Apabila utang pajak belum 

dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana tertuang dalam surat paksa yaitu 2x24 

jam, maka pejabat dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 

(SPMP) dan ternyata penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, pejabat 

menerbitkan surat perintah tentang pengumuman lelang” (Purwono, 2010:50). 
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B. Pembahasan 

1. Penerapan Tax Amnesty Di KPP Pramata Medan Timur 

Dari hasil analisis data maka dapat dilihat bahwa Tax Amnesty yang 

diterapkan oleh KPP Pratama Medan Timur belum berjalan efektif karena dari 

data diatas maka dapat dilihat bahwa WPOP yang mengikuti program tax amnesty 

masih sangat rendah dari total WPOP yang terdaftar tidak mencapai 50% yang 

mengikuti prgram tax amnesty sehingga hal ini menyebabkan target penerimaan 

dari prgram tax amnesty tidak tercapai, Meningkatnya kebijakan tax amnesty akan 

meningkatkan penerimaan pajak dan pemeriksaan wajib pajak dimana 

pemeriksaan wajib pajak serangkaian mengumpulkan, mengolah data lainnya 

untuk menguji tingkat kebijakan tax amnesty. 

 Dari berbagai kemudahan yang diperoleh wajib pajak dengan adanya 

sistem pemerikasaan pajak dan penagihan pajak tentu tidak lepas dari kerja keras 

para lembaga dan individu di dalamnya hal ini terlihat dari penyempurnaan yang 

dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak yang begitu intens, dari versi awal yaitu 

versi 1.0.0.1 sampai sekarang versi 1.0.0.45 terhitung sudah delapan belas kali 

upgrade, sayangnya keseriusan tersebut ditanggapi oleh sebagian wajib pajak 

dengan keluhan karena upgrade yang dilakukan Direktorat Jendral pajak Pusat 

terhadap aplikasi e-nofa yang terlalu sering bisa menyulitkan wajib pajak dalam 

menjalankan aplikasi karena setiap membuka aplikassi harus download dahulu. 

 Program Tax Amnesty ini adalah pembaruan sistem dari manual menjadi 

online sehingga dapat mempermudah dan menghemat biaya daripada harus 

menggunakan faktur pajak manual, Selain itu para pegawai sudah melalui 

pelatihan serta sudah cakap dan paham dengan pengoprasian Elektronik Faktur 
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Pajak sehingga dalam melayani para pegawai bisa beradaptasi dan fleksibel 

dengan berbagai macam situasi dan berbagai macam karakter wajib pajak. 

 Penerapan aplikasi Tax Amnesty tahap kedua yang akan efektif 

dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2015 membutuhkan banyak persiapan. Dari 

mulai pengadaan sosialisasi, pendaftaran sertifikat elektronik, hingga penginstalan 

aplikasi Tax Amnesty yang asli oleh PKP. Lalu sebenarnya apakah kelebihan yang 

dimiliki aplikasi eFaktur dibandingkan jika FP dibuat secara manual dan 

pengisian SPT dengan aplikasi e-SPT PPN 1111. Berdasarkan hasil wawancara 

yang diperoleh serta observasi yang dilakukan, maka berikut ini kelebihan serta 

kelemahan yang ditemukan dari penerapan aplikasi Tax Amnesty pada dari sudut 

pandang. 

 Penerapan Tax Amnesty ini dapat mencegah adanya Faktur Pajak fiktif 

karena tidak semua orang bisa membuat Faktur Pajak seperti dulu. Faktur Pajak 

dari aplikasi Tax Amnesty saat ini menggunakan kode QR sebagai ganti tanda 

tangan Direktur selain itu untuk mendapatkan kode tersebut Faktur Pajak harus di-

upload terlebih dahulu melalui aplikasi Tax Amnesty. 

 Wajib pajak badan yang telah menggunakan Tax Amnesty pada setiap 

tahunnya mengalami penurunan hal ini dapat dilihat pada tingkat persentase wajib 

pajak badan yang menggunakan Tax Amnesty, hal ini menunjukkan bahwa wajib 

pajak badan masih banyak yang mengisi faktur pajak dengan cara manual hal ini 

disebabkan oleh pada aplikasi Tax Amnesty sering terjadi eror database dan hal 

ini akan menyebabkan menurunkan penerimaan pajak dari wajib pajak badan di 

KPP Pratama Medan Timur. 

 Dari penjelasan diatas maka dapat dilihat pada penerapan Tax Amnesty 
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belum dapat meningkatkan pemprosesan data hal ini disebabkan terjadinya 

permasalahan pada program  Tax Amnesty yaitu terjadinya erorr database 

sehingga akan menghambat pemprosesan data dan akan membuat pelaporan pajak 

akan terhambat sehingga membuat WP badan dihitung tidak aktif pada saat 

pelaporan. 

DJP melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna 

meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan 

penerimaan negara. Modernisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, 

reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Reformasi kebijakan terdiri 

dari amandemen undang-undang antara lain UU No. 36 tahun 2008 mengenai 

Pajak Penghasilan, UU No. 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan (KUP), UU No. 42 tahun 2009 mengenai PPN dan PPnBM. 

Reformasi administrasi merupakan reformasi yang dilakukan berkaitan dengan 

organisasi, teknologi informasi dan SDM. 

Tax Amnesty adalah kelanjutan pembenahan administrasi PPN DJP yang 

sudah mengembangkan aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) pada 

tahun 2010. Latar belakang DJP membuat aplikasi ini adalah karena 

memperhatikan masih terdapat penyalahgunaan faktur pajak, diantaranya wajib 

pajak non PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan 

faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau 

faktur pajak ganda. Selain itu karena beban administrasi yang begitu besar bagi 

pihak DJP sehingga suatu sistem elektronik untuk faktur pajak dipandang sangat 

memberikan efisiensi bagi DJP maupun PKP itu sendiri. Tujuan utama dari 

pemberlakuan Tax Amnesty adalah agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai 
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(PPN) dan transaksi mudah dicek silang sekaligus proteksi bagi PKP dari 

pengkreditan Pajak Masukan yang tidak sesuai ketentuan.  

Tax Amnesty merupakan salah satu bagian dari e-Tax system  administrasi 

perpajakan, agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi 

kewajibannya, sehungga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah 

dilaksanakan dan tujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih 

tertib dan transparan dapat dicapai. Sehingga dengan kemudahan tersebut target 

penerimaan pajak bisa tercapai. Kemudahan untuk memenuhi kewajiban 

diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, perlu 

dukungan semua pihak dan sosialisasi secara intens serta terus-menerus agar 

peningkatan pelayanan kepada wajib pajak terus berjalan, agar tercapainya 

administrasi perpajakan yang modern. 

b. Faktor yang Menyebabkan Tax Amnesty Tidak Mencapai Target 

Besar kecilnya penerimaan pajak akan ditentukan oleh seberapa besar 

tingkat kepatuhan pajak masyarakat dan tingkat kepatuhan fiskus. Tingkat 

kepatuhan pajak masyarakat yang tinggi mencerminkan kesediaan seseorang 

untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Demikian pula tingkat kepatuhan 

fiskus yang tinggi menyiratkan tindakan fiskus yang menghargai wajib pajak ( 

respect ) dan yang tidak sewenang-wenang memperlakukan wajib pajak secara 

otoriter. Pajak yang dibayarkan dianggap sebagai sebuah pengeluaran yang musti 

dilakukan karena hasil pembangunan yang terjadi pada akhirnya bermanfaat demi 

kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Sebaliknya tingkat kepatuhan pajak yang 

rendah, mencerminkan adanya ketidakrelaan masyarakat dan fiskus dalam 

melaksanakan kewajiban dan aturan perpajakan sesuai dengan peraturan 
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perundang-undangan yang berlaku. Pada akhirnya akan berimbas pada rendahnya 

penerimaan pajak pusat dan transfer dana perimbangan daerah.  

 Dengan demikian kepatuhan pajak memiliki peran sentral yang sangat 

signifikan dalam rangka pencapaian kesejahteraan hidup masyarakat. Adanya 

kepatuhan pajak yang tinggi, akan dapat meningkatkan penerimaan negara. 

Kondisi ini pada akhirnya dapat berdampak pada kenaikan anggaran negara yang 

akan dialokasikan ke berbagai sektor dan pemerintahan di bawahnya. Melalui 

mekanisme penganggaran baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, 

kepatuhan pajak pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup 

masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua untuk mengupayakan 

agar tingkat kepatuhan pajak masyarakat dan fiskus terhadap pajak tetap tinggi. 

Selain itu pula perlu dibangun sebuah pemahaman yang benar bahwa pajak itu 

dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat.  

Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor 

penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka pengawasan kepatuhan 

merupakan hal yang penting dari pemungutan pajak dengan sistem self-

assessment. Tanpa adanya pengawasan, akan sulit diketahui apakah wajib pajak 

telah membayar seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Salah satu bentuk 

pengawasan adalah pemeriksaan pajak dan seharusnyasemua SPT wajib pajak 

yang disampaikan ke otoritas pajak diperiksa. Akan tetapi, karena keterbatasan 

sumber daya, tidak semua SPT yang disampaikan wajib pajak dapat diperiksa. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi SPT-SPT yang perlu diperiksa, yaitu 

dengan mempertimbangkan tingkat risiko ketidakpatuhan wajib pajak yang 

tercermin dalam SPT sehingga pemeriksaan pajak hendaknya hanya dilakukan 
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terhadap wajib pajak yang tidak patuh. 

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan antara lain: sikap 

tax professional, niat tax professional, kondisi keuangan perusahaan, fasilitas 

perusahaan dan iklim organisasi. Sikap adalah reaksi atau respon seseorang yang 

masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap mempunyai peran yang 

penting dalam lingkungannya, termasuk sikap wajib pajak terhadap kepatuhan 

pajak. 

Niat tax professional merupakan kecenderungan yang akan mendorong tax 

profesional pada suatu keputusan untuk melakukan suatu tindakan yang 

mendukung tindakan wajib pajak atau sebaliknya, dan hal tersebut dipengaruhi 

oleh moral, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Apabila seorang tax 

professional memiliki persepsi bahwa tindakan membayar pajak akan 

memberikan banyak keuntungan, maka ia akan berniat positif terhadap kewajiban 

membayar pajak. Dengan demikian, tax professional akan menghindari tindakan 

tidak membayar pajak. Sebaliknya, apabila seorang tax professional memiliki 

persepsi bahwa tindakan membayar pajak akan memberikan banyak kerugian, 

maka ia akan berniat negatif terhadap kewajiban membayar pajak. Dengan 

demikian, tax professional akan melakukan tindakan menghindari membayar 

pajak (Hidayat, 2010). 

Norma subjektif dari seorang tax professional dapat dibentuk dari tekanan 

sosial, dalam arti individu akan melakukan suatu tindakan seperti yang diharapkan 

oleh orang-orang yang dianggap penting. Apabila orang-orang yang dianggap 

penting oleh tax professional memiliki sikap positif terhadap pajak, maka tax 

professional akan patuh membayar pajak. Sebaliknya, apabila orang-orang yang 
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dianggap penting oleh tax professional memiliki sikap negatif terhadap pajak, 

maka tax professional akan menghindari pajak. 

Kepatuhan membayar pajak dipengaruhi oleh besarnya keyakinan kontrol 

yang dimiliki oleh individu. Apabila seseorang tax professional mempunyai 

keyakinan mampu mengatasi kendalakendala yang dihadapi karena tindakan 

membayar pajak, maka ia akan memiliki niat positif mengenai membayar pajak. 

Dengan demikian, ia akan patuh dalam membayar pajak. Sebaliknya, Apabila 

seseorang tax professional mempunyai keyakinan yang rendah dalam mengatasi 

kendala-kendala yang dihadapi karena tindakan membayar pajak, maka ia akan 

memiliki niat negatif mengenai membayar pajak. Dengan demikian, ia akan 

melakukan tindakan menghindari membayar pajak. 

    c. Penerapan Tax Amnesty Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak 

Terdapat peningkatan jumlah tunggakan piutang pajak dari tahun 2012–

2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Apabila utang pajak 

belum dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana tertuang dalam surat paksa yaitu 

2x24 jam, maka pejabat dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan 

Penyitaan (SPMP) dan ternyata penanggung pajak belum melunasi utang 

pajaknya, pejabat menerbitkan surat perintah tentang pengumuman lelang.   

Dari hasil analisis data maka dapat dilihat kebijakan tax amnesty belum 

dapat meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur. 

Pemberian tax amnesty merupakan upaya pemerintah menarik dana masyarakat 

yang selema ini parkir di perbankan negara lain.“Tax amnesty diberikan kepada 

mereka yang selama ini tidak membayar dengan benar,” kata Wakil Menteri 

Keuangan Mardiasmo di sela-sela Kongres XII Ikatan Akuntan Indonesia, di 
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jakarta, Kamis (2016, 18/12).Kendati demikian, kebijakan ini masih perlu 

diselaraskan dengan instansi penegak hukum lain serta dibahas dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini terkait pihak-pihak yang dinilai pantas 

menerima pengampunan. Misalnya, dia mengatakan, apakah pelanggar pidana 

pajak boleh mendapatkan pengampunan jika tidak terkait dengan korupsi.“Ini 

harus dibicarakan di siding kabinet, kepolisian, dan penegak hukum,” kata 

dia.Mardiasmo optimistis, kebijakan ini akan meningkatkan penerimaan pajak. 

Pemerintah pada 2008 lalu pernah melakukan sunset policy, yakni penghapusan 

sanksi administrasi perpajakan berupa bunga. Ketika itu, pemerintah berhasil 

menghimpun dana sekitar Rp 5,5 triliun dari program tersebut. 

Undang undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan 

Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan perpajakan. 

Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di 

Indonesia ataupun di luar Indonesia. Menurut Undang undang Nomor 28 Tahun 

2007 (2007:3), Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa: 

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yangmerupakan kesatuan, baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara 

atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, 

kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk 

badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk usaha tetap.” 



 

 

38 

 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Dari hasil pembahasan maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai 

berikut :  

1. Penerapan tax amnesty di KPP Pratama Medan timur belum berjalan dengan 

baik karena masih banyak wajib pajak yang belum mengikuti program tax 

amnesty. 

2. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya penurunan 

penerimaan pajak : kurangnya sosialisasi, kurangnya pengetahuan WPOP 

dalam tentang prosedur surat paksa dan surat teguran. 

3. Dari analisis data pada pembahasan maka dapat dilihat penagihan pajak dan 

pemeriksaan pajak belum dapat meniingkatkan penerimaan pajak di KPP 

Pratam Medan Timur. 

 

B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran-saran yang dapat diberikan 

pada penelitian selanjutnya antara lain: 

1. Sebaiknya KPP Pratama Medan Timur lebih meningkatkan sosialisasi agar 

dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak badan dalam penggunaan 

Tax Amnesty. 

2. Sebaiknya KPP Pratama Medan Timur memperbaiki sistem penagihan 

pajak.  
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3. KPP sebaiknya memperbaiki sarana dan fasilitas, atau memperbaiki 

sehingga dapat meningkatkan pemprosesan data. 
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